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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 35 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KOTA PALOPO TAHUN 2018 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALIKOTA PALOPO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 100, 

Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 103, Pasal 113, Pasal 

115, Pasal 125, dan Pasal 129, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 54 Tahun 2010 Ten tang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota 

Palopo Tahun 2018. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4248); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara 

Republic Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 

Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republic 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republic Indonesia Nomor 3952); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 

2004 Nomor 4405); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 ;  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4833); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019; 

19 .  Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana 

Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2018 ;  

20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 

2017 ten tang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; 

21 .  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032; 



Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 1  Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 

2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2013-2018; 

24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAlf : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PALOPO TAHUN 2018 

BAB. I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang roemimpin 
Pela.ksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah Otonom; 

2. Walikota adalah Walikota Palopo; 

3. Dewan Perwakilan Rak;yat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daefflh Kot.a Palopo 
yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah; 

4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan ; 

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPDadalah RKPD Pemerintah Kota PalopoTahun 
2018; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang 
selanjutnya disebut APBD Kota Palopo adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah Kota dengan DPRD Kota 
Palopo dart dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

BABU 

REIICABA KERJA PEIIIBANGUNAB DAERAH 

Pasa1 2  

(  1) RKPD Kota Palopo Tahun 2018 adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 



(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 
danBelanja Daerah Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2018; 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan 
mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2018; 

Pasal 3 

RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 merupakan dasar 
Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo. 

Pasal 4 

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang 
dalam Naskah RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 
sebagaimana tercantum dalarn lampiran peraturan ini dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

BAB. III 

PENUTUP 

Pasal 5 

. JUDAS AMIR 

Ditetapkan di Palopo 
padatanggal 2 Mei 2 0 1 7  
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Palopo 
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Diundangkan di Palopo 
pada tan al 2 Mei 2 0 1 7  

J  UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 35 


